




Penelitian ini mengkaji tentang politik identitas dan kajian subaltern pada 
kelompok perempuan Muslim Etnis Rohingya di Myanmar. Kelompok etnis yang 
tinggal di wilayah negara bagian Rakhine utara Myanmar tersebut merupakan 
kelompok subaltern yang tidak dapat bersuara. Oleh karena itu, tujuan dari 
penelitian ini adalah: Pertama, memahami dan mendeskripsikan pola-pola politik 
identitas pada kelompok perempuan Muslim Rohingya; Kedua, memahami dan 
mendeskripisikan kajian kajian subaltern pada kelompok perempuan muslim etnis 
Rohingya di Myanmar; dan Ketiga, mengetahui dan menjelaskan signifikansi 
kajian subaltern dalam politik identitas kelompok perempuan Muslim Etnis 
Rohingya di Myanmar. Dengan dilandasi perspektif pascastrukturalis dan 
paradigma konstruktivisme, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan 
pendekatan hermeneutik. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis hermeneutik gadamerian. 
Hasil penelitian ini mengungkapkan tentang pola politik identitas dan 
signifikansi kajian subaltern dalam politik identitas pada kelompok perempuan 
muslim etnis Rohingya. Pola politik identitas yang dimaksudkan adalah 
perjuangan yang dilakukan oleh kelompok perempuan muslim etnis Rohingya 
untuk mendapatkan pengakuan identitas. Hal ini dilakukan melalui berbagai 
upaya, mulai dari konsepsi diri atau self-conception, melakukan politics of 
difference, dan politics of recognition. Mereka juga melakukan perlawanan atau 
gerakan secara langsung, serta mendapatkan dukungan dari pihak luar. Dengan 
mereka melakukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, maka mereka bisa 
mendapatkan hak yang setara dengan kelompok identitas lainnya. Perempuan 
muslim etnis Rohingya tersebut mendapatkan diskriminasi berlipat sehingga 
mereka menjadi kelompok subaltern. Kelompok subaltern merupakan kelompok 
yang tidak dapat bersuara, mereka dibungkam, dan mereka merupakan kelompok 
yang paling tidak berdaya. Oleh karena itu, signifikansi kajian subaltern dalam 
politik identitas adalah bahwa dengan melalui kajian subaltern, maka dapat 
dengan mudah untuk mengetahui siapa atau kelompok mana yang membutuhkan 
politik identitas. Dalam hal ini, politik identitas merupakan alat perjuangan yang 
digunakan untuk mengentas kelompok subaltern dari berbagai perlakuan 
diskriminasi yang diterima sehingga bisa mendapatkan kesetaraan hak.  
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kelompok subaltern (perempuan 
muslim Rohingya) melakukan politik identitas dengan tujuan supaya mereka 
mendapatkan pengakuan sehingga bisa mendapatkan hak yang setara dengan 
kelompok lainnya. Sementara itu, identitas dalam hal ini dikonstruksikan, 
sehingga untuk mendapatkan pengakuan identitas maka tidak memiliki tolok ukur 
yang pasti. Ada serangkaian perjuangan yang perlu dilakukan, karena 
keberhasilan proses politik identitas ini tidak didasarkan pada singkat atau 
lamanya waktu perjuangan. 
 





 SUMMARY  
 
 This research examines the politics of identity and subaltern studies on 
Rohingya ethnic Muslim women in Myanmar. The ethnic group living in 
Myanmar's northern Rakhine state is a subaltern group that is voiceless. 
Therefore, the objectives of this study are: First, to understand and describe the 
patterns of identity politics among Muslim Rohingya women; Second, understand 
and describe subaltern studies on Muslim Rohingya ethnic groups in Myanmar; 
and Third, to find out and explain the significance of subaltern studies in the 
identity politics of Rohingya Muslim ethnic groups in Myanmar. Based on the 
poststructuralist perspective and constructivism paradigm, this study uses 
qualitative methods and a hermeneutic approach. While the analytical technique 
used is the hermeneutic analysis technique Gadamerian. 
 The results of this study reveal the pattern of identity politics and the 
significance of subaltern studies in identity politics in the Muslim Rohingya ethnic 
group of women. The pattern of identity politics that is meant is the struggle 
carried out by the Muslim Rohingya ethnic group of women to get recognition of 
identity. This is done through various efforts, starting from self-conception, doing 
politics of difference, and politics of recognition. They also carry out direct 
resistance or movements, and get support from outside parties. By fighting for 
recognition, they can get equal rights with other identity groups. These Rohingya 
Muslim women receive multiple discrimination so that they become a subaltern 
group. The subaltern group is the group that has no voice, they are silenced, and 
they are the most powerless group. Therefore, the significance of subaltern 
studies in identity politics is that through subaltern studies, it is easy to find out 
who or which groups need identity politics. In this case, identity politics is a 
means of struggle used to alleviate subaltern groups from various discriminatory 
treatments received so that they can get equal rights. 
 The conclusion of this research is that subaltern groups (Rohingya 
Muslim women) engage in identity politics with the aim that they get recognition 
so they can get equal rights with other groups. Meanwhile, the identity in this case 
is constructed, so that to obtain identity recognition, it does not have a definite 
standard. There is a series of struggles that need to be carried out, because the 
success of this process of identity politics is not based on the shortness or length 
of the struggle. 
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